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' BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI LEPALA DAERAH TING&AT II NGAVJU&
_ NOMOR ;74 TAHUN. 1989 e
TENTANG

PEMBERIAN IJIN AEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYE-
LENGGARAAN PEN'D*IDI“AN (BP3) SMP NEGERI 3 AERTOSONO -
“ABUPATEN DAERAH TING*‘-AT II NGANJUK- UNTW{- MENGHINPUN
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989

BUPATI SEPALA DAERAH TINGSAT II NGANJUK
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MENIMBANG ¢ 1o Bahwa dalam rangka mewu;juékan' pengembangan pendidikan dan iﬁ@

,,,,,,

Kertogsono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu adanya
sarana pendidikan yarig memadai baik itu yang berasal dari Ne=

gerl maupun dari partisipasi masayarakat itu sendiri terutama
didalamnys Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP3 ),

2, Bahwa Pengurus BP 3 SMP Negeri 3 Kertoseno Kabupaten Daerah g
Tingkat IT Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wa-
1i murid Anggota BP 3 pada tanggal 29 Oktober 1989 yang di -
ha@iri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemu=
dian dengan sklamasi memutuskan untuk membangun serta meleng=-
kapi sarana program pendidikan antara lain :

- Melanjutkan pembuatan pagar tembok berduri sepanjang :
50m X 1% m o3
= Membeli 40 buah kursi guru.;
- Membeli 20 buah kursi Perpustakaan,;
-~ Membeli buku paket untuk Perpustakaan murid,
Yang keseluruhannys memerlukan biaya sebesar Rpo. 4.400,0004~=
(Empat Juta Empat ratus ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberate
~an untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri 3 3
Kertosono, untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid /
Anggotanya, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfa.atkan

untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan dite’sap-
kan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,
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MENGINGAT : 1, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pe =
merintahan di Daerah.
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2, Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan
Uang dan Barange.

3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri=-
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Tang
gal 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/197® dan Ne =
mor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan -
dan orang tua murid,

2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Xebudayaan Pro-
pinsi Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 978/I.04.
22/B.10-1984 #entang Pungutan pada Sekolah Negerie

3, Surat Rekomendasi dari Kepala Departemen Pendidikan =
dan Kebudayaan XKabupaten Nganju¥ Tanggal 29 Nopember -
1989 Nomor : 2472/I04.,22/B = 1989,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI SEPATA DABRAH TINGKAT IT NGANJUK TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA
RAAN PENDIDﬁ%AN:(BP3) SMP NEGERI 3 KERTOSONO SABUPATEN «
DAERAH TING§AT IT NGANJUA UNTUX MENGHIMPUN SUMBANGAN DART
PARA ANGGOTANYA/WALT MURID TAHUN 1989,

Pasal 1
Memberi ijin ¥epada Badan Pembantu Penyelenggarasan -
Tendidikan SMP Negeri 3 Kertosono Kabupaten Daerah Ting =
kKat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggo
ta wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikuts

a.Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan =
maksimum atau sumbangan secara tei:a.p;

be.Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekan
an atan paksaan.

c.Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid -
atau kenaikan kelas dan sebagainya.

d.Pengrikan sumbangan dilakukan sesudah seorang ansk res-
mi diterims menjadi murid sekolah yang bersangkutan.

e.Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan -
penggunaannya harus dilakukan dengan konkrit dan beren=-
cana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota
BP 3 SMP Negeri 3 Kertosono,

f.Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan =
yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan—-
menggunakan personil Sekolah atau muride
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Pasal 2
Pengurus BP 3 SMP Negeri 3 Kertosono sebagaimana tersebutb
Pasal 1 dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini se =
cara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pe
laksanaan bangunan kepada Bupati Kepala Daerah,
Pasal 3
Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 wajib mentaati &
ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sum . =
bangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana-
pendidikan SMP Negeri 3 ¥ertosone.
Pasal 4
Bupati fepala Daerah TingKat II Nganjuk sewaktu-waktu da=-
pat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 SHP Negeri 3 Kerto-
sono serta penggunaannys.

_ Pasal 5
Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetap
kan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila-
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di ¢: NGA N JUK
Tanggal ) 228 - 2-/707
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BUPATT &

SALINAN : Keputusan ini disampai¥an Drs, IBNU SALAM
Kepada

Yth,1.SdreGubernur Kepala Daerah Tk, I
Jawa Timur di SURABAYA,

2.5dr.Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi
Jawa Timur di SURABAYA,

3eSdrePembantu Gubernur di Kediri,

4,.,Sdr.Anggota MUSPIDA Kab,Dati II
Nganjuko )
5.9dr.Ketua DPRD Kab,Dati II Nganjuk,

6.SdrKakan SOSPOL KaboDati IIL
Nganj uk °

ToSdreKakandep DIKBUD Kabo,Dati II
Nganjul,

8.5dreKepala Itwilkab Dati II Nganjuk,

9,8dr.Pembantu Bupati di Kertosono.

10oSdreCamat Kertosono di Kertosono.

11.8dr.fepala SMP Negeri 3 Kertosono.

12.Sdr.fetua BP,3 SMP Negeri 3
Kertosono,

13.5drefabag/Din.dilingkungan Setwilda
Tingkat II Nganjuk,
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